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Abstrak 
 
Sudhi wadhani merupakan salah satu bentuk upacara yang dilaksanakan dalam 
upaya individu menyucikan diri melalui janji suci yang diucapkan serta disaksikan oleh 
pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan sudhi wadhani memerlukan beberapa persyaratan 
sehingga dikatakan sah secara hukum Hindu maupun hukum positif yang berlaku. Secara 
administratif pelaksanaan upacara harus memberikan data sesuai dengan ketentuan 
Parisada Hindu Dharma Indonesia. Beberapa sarana yang disiapkan disesuaikan dengan 
kondisi, situasi dan kemampuan pelaksana upacara. Kuantitas sarana upacara tidak 
mempengaruhi kualitas dari hasil upacara tersebut, yang menjadi syarat utama pelaksanaan 
upacara adalah kesucian hati dan niat yang tulus dari orang yang bersangkutan. 
Pelaksanaan dimulai dari kesiapan hingga proses pelaksanaan harus mengacu pada sastra 
agama Hindu. Sebagai bentuk legalitas upacara sudhi wadhani menurut hukum Hindu 
harus mengacu pada: 1) Sruti, yaitu: wahyu Tuhan yang dituangkan dalam Weda, 2) 
Smerti ialah penafsiran dari wahyu Tuhan yang terdapat dalam Weda, 3) Sila adalah 
tingkah laku yang sesuai dengan norma di masyarakat, 4) Sadacara/acara merupakan 
kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat, 5) Atmanastuti kepuasan hati dari individu yang 
tidak bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Pelaksanaan sudhi wadhani telah diakui 
secara hukum nasional Indonesia karena telah mengacu pada hukum agama, hukum adat 
yang dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia.  
 
Kata Kunci: Legalitas, Upacara Sudhi Wadhani, Hukum Hindu 
 
Abstract 
 
Sudhi wadhani is one of the ceremony held in the individual effort sacred promise 
purify themselves through spoken and witnessed by relevant parties. To implement sudhi 
wadhani requires several requirements so that it is said to be legally Hindu or applicable 
positive law. Administratively the ceremony must provide data in accordance with the 
provisions of Indonesia Hindu Dharma Parisad. Several prepared facilities are adapted to 
the conditions, situation and ability of the ceremony implementers. The quantity of 
ceremonial means does not affect the quality of the ceremony, which is the main 
requirement of the ceremony is the sanctity of the heart and the sincere intentions of the 
person concerned. Implementation starts from readiness until the implementation process 
must refer to Hindu literature. As a form of legality ceremony sudhi wadhani according to 
Hindu law should be based on: 1) Sruti, is the revelation of God as outlined in the Vedas, 
2) Smerti is the interpretation of God's revelation contained in the Vedas, 3) Sila is a 
behavior that is in accordance with the norms in Community, 4) Sadacara / Acara is a 
custom or customs of society, 5) Atmanastuti satisfaction of the hearts of individuals who 
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are not against the teachings of Hinduism. The implementation of sudhi wadhani has been 
legally recognized by Indonesia because it has been referring to religious law, customary 
law which is protected by the Law in Indonesia.  
  
Keywords: Legality, Sudhi Wadhani ceremony, Hindu Law 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Agama Hindu memandang 
manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan 
yang paling mulia dan paling utama. 
Manusia dilengkapi kelebihan yang 
berupa rasa, cipta dan karsa (Tri 
Pramana) yang dipergunakan sebagai 
modal dalam berfikir, berucap, serta 
bertindak. Tercipta sebagai manusia 
merupakan kebahagiaan sekaligus 
anugerah tersendiri yang tidak dapat 
ditemukan pada ciptaan Tuhan yang 
lainnya. Ketika seseorang telah sadar 
bahwa hidup sebagai manusia, ia akan 
memahami betapa pentingnya kehidupan. 
Oleh karena demikian manusia 
membutuhkan suatu tuntunan, 
bimbingan, dan arahan sebagai pedoman 
hidup (Darmawan, 2020). 
Ajaran dalam Agama Hindu 
memiliki istilah Tiga kerangka dasar 
Agama Hindu meliputi: Tattwa atau 
Filsafat, Susila atau Etika dan Upacara 
atau Ritual. Aspek Tattwa atau Filsafat 
merupakan inti ajaran Agama Hindu 
sedangkan aspek Susila atau Etika 
merupakan pelaksanaan ajaran dalam 
kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek 
Upacara atau Ritual merupakan yadnya, 
persembahan atau pengorbanan suci yang 
tulus ikhlas kehadapan Ida Sang Hyang 
Widhi Wasa (Suhardana, 2007: 4) 
Tattwa tidak lengkap jika aspek 
susila serta ritual tidak dijalankan. Oleh 
karenanya sebagai manusia yang 
dianugrahi segala kelebihan sebagaimana 
tersebut diatas maka sudah semestinya 
pelaksanaan ajaran agama dilakukan 
secara proporsional. Sehingga yang 
menjadi tujuan pelaksanaan ajaran agama 
dapat dicapai sesuai harapan. Kenyataan 
di lapangan, pelaksanaan ritual begitu 
menonjol sehingga seringkali 
menghilangkan aspek tattwa dan 
susilanya. Ini memperlihatkan jalan 
bhakti dan karma lebih nampak daripada 
pemahamannya atas pengetahuan dan 
tattwa agama. Oleh karena itu, banyak 
pihak memandang Agama Hindu sebagai 
agama yang lebih menekankan pada 
bentuk ekspresif dibanding dengan 
agama dalam tattwa atau makna 
(Triguna, 1994: 73-74). 
Manusia hendaknya melakukan 
usaha dengan benar untuk mencapai 
tujuannya. Yadnya sebagai salah satu dari 
bagian tiga kerangka dasar Agama Hindu 
harus memiliki pedoman atau dasar 
hukum agar dapat dikatakan benar dalam 
pelaksanaanya. Hukum Hindu mengatur 
berbagai hal yang mencakup aspek 
transcendental dan imanen. Istilah lain 
tentang hukum dalam Hukum Hindu 
ialah Widhi, Drsta, Acara, Agama, 
Wyawahara, Nitisastra, Rajaniti, 
Arthasastra yang penggunaan relatif 
menurut tujuannya (Surpha, 2005: 11). 
Berhubungan dengan upaya 
manusia untuk mencapai tujuan akhir 
dalam Agama Hindu, maka seseorang 
meyakini ajaran Hindu harus 
melegitimasi diri sebagai umat beragama 
Hindu dengan jalan melaksanakan 
upacara Sudhi wadhani. Upacara ini 
merupakan yadnya yang bertujuan untuk 
penyucian hati serta pengukuan 
seseorang untuk dapat menjalankan 
ajaran Agama Hindu demi mencapai 
tujuan akhir tersebut (Gunawijaya, 2019). 
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II. PEMBAHASAN 
2.1 Definisi Sudhi Wadhani 
Sudhi wadhani secara etimologi 
berasal dari kata suddhi dan wadhani. 
Śuddhi dari bahasa sansekerta, yang 
berarti penyucian. Kata yang sepadan 
dengan śuddhi adalah śuddha (pp), yang 
berarti suci. Wadhani secara gramatikal, 
berasal dari kata benda vada (kk I P.A) 
yang berarti berbicara, berkata, 
mengatakan, melaporkan. Vada (a) 
berarti mengatakan, vada (m) berarti 
pembicaraan dan vadan (n) berarti kata-
kata, ucapan, mulut, muka, depan. 
Buku Himpunan Keputusan 
Seminar Kesatuan Tafsir terhadap Aspek-
Aspek Agama Hindu, Sudhi Wadhani 
dijelaskan, Sudhi artinya penyucian, 
Wadhani artinya ucapan-ucapan / 
pernyataan berupa kata-kata. Sudhi 
Wadhani adalah penyucian perkataan. 
Jadi upacara Sudi Wadani adalah upacara 
pada waktu melakukan penyucian, 
menjadi Agama Hindu (Made & 
Somawati, 2020). 
Berdasarkan penjelasan diatas 
kata suddhi dan wadhani tersebut dapat 
diartikan sebagai kata-kata penyucian. 
Dapat dikatakan pula upacara sudhi 
wadhani adalah upacara Agama Hindu 
dalam rangka pengukuhan atau 
pengesahan ucapan atau janji seseorang 
yang secara tulus ikhlas dan hati yang 
suci menyatakan menganut Agama Hindu 
dan menjalankan semua ajaran yang 
terkandung didalamnya. 
Apabila kesucian itu dapat 
dicapai, tentunya ketenangan hidup 
berupa kesejahteraan dan kebahagian 
dapat diwujudkan yang dalam agama 
Hindu dikenal dengan Moksartham 
Jagathita ya ca Iti Dharma (Pranata, 
2009:12). Dalam pengukuhan ini yang 
menjadi saksi utama adalah Sanghyang 
Widhi (Tuhan), yang bersangkutan 
sendiri dan Pimpinan Parisada Hindu 
Dharma Indonesia atau yang ditunjuk 
untuk mewakili acara dimaksud. 
 
2.2 Persyaratan Administratif 
Seseorang yang akan 
melaksanakan upacara Sudhi Wadhani, 
baik yang dilakukan oleh perorangan 
maupun kolektif, diwajibkan terlebih 
dahulu memenuhi persyaratan secara 
administrasi, diantaranya:  
1. Membuat surat pernyataan dengan 
tulus ikhlas untuk menganut Agama 
Hindu, tanpa ada tekanan atau 
paksaan dari pihak lain.  
2. Membuat surat permohonan kepada 
Parisada Hindu Dharma Indonesia 
setempat atau lembaga adat untuk 
pensuddhian.  
3. Pas Photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm 
sebanyak 2 lembar 
4. foto copy Kartu Tanda Penduduk.  
5. Adanya saksi-saksi dalam pelaksanaan 
upacara Sudhi Wadhani. (Astika, 
2013: 23) 
Masalah persyaratan untuk usia 
dalam pelaksanaan upacara sudhi 
Wadhani belum terdapat aturan yang 
mengatur sehingga tidak terdapat batasan 
usia. mengingat upacara ini bersifat 
sebagai penyucian lahir batin seseorang 
dimana pelaksanaannya hanya 
menggunakan upakara dan disaksikan 
oleh keluarga atau kerabat, masyarakat 
serta dipuput (dipimpin) oleh seorang 
rohaniawan. 
 
2.3 Jenis Upakara 
Umat Hindu di Bali dalam 
melaksanakan ritual atau upacara selalu 
mempergunakan sarana yang disebut 
upakara sebagai pelengkap 
pelaksanaannya. Upakara atau dalam 
bahasa Bali disebut banten merupakan 
simbol diri, Tuhan dan semesta. Dalam 
Lontar Yadnya Prakerti disebutkan, “…. 
Sahananing bebantenan pinaka raganta 
tuwi, pinaka warna rupaning Ida 
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Bhattara, pinaka anda bhuvana… “. 
Lontar ini menjelaskan wujud lambang 
banten yaitu pinaka raganta tuwi artinya 
lambang dirimu atau lambang diri kita, 
pinaka warna rupaning Ida Bhattara 
artinya lambang kemahakuasaan Tuhan 
dan pinaka anda bhuvana artinya 
lambang alam semseta (Wiana, 2001: 1). 
Kualitas upacara Sudhi Wadhani 
tidak ditentukan berdasarkan jumlah atau 
kuantitas upakara yang digunakan. 
Upacara seyogyanya dilaksanakan 
melihat kondisi dan situasi daerah 
masing-masing namun tetap dalam 
koridor ajaran Agama Hindu. Ini menjadi 
salah satu point pelaksanaan upacara 
sehingga umat yang melaksanakannya 
tidak merasa terbebani. Namun yang 
paling utama dari pelaksanaan upacara 
sudhi widhani adalah kesucian pikiran 
dan niat yang tulus dari pelaksana 
upacara itu sendiri.  
Sesuai dengan hasil Keputusan 
Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-
aspek Agama Hindu yang 
diselenggarakan tanggal, 18 s/d 20 
Februari 1982 ditetapkan adanya 3 (tiga) 
tingkatan atau kategori sarana upacara 
sudhi wadhani, yaitu:  
a. Menggunakan upakara / banten, 
seperti: byakala, prayascita, tataban, 
sesuai dengan kemampuan. 
penggunaan sarana termasuk tingkatan 
paling besar (uttama).  
b. Menggunakan sarana berupa: bunga, 
bija dan bhasma. Penggunaan sarana 
ini sudah termasuk tingkatan 
sederhana (madyama). 
c. Menggunakan sarana berupa: bunga, 
bija, air. Penggunaan sarana ini sudah 
termasuk tingkatan kecil (kanistha).  
Dalam pelaksanaannya selalu disertai 
dengan penggunaan api dalam bentuk 
dupa dan dipa, serta air suci (tirtha) dan 
mengucapkan mantram penyucian diri: 
OM, SA, BA, TA, A, I, NA, MA, S1, W 
A, Y A, AM, UM, MA, OM tetap 
dilaksanakan baik upacara tersebut dalam 
tingkatan besar, sederhana maupun kecil 
(Astika, 2013: 24-25).  
 
2.4 Pelaksanaan Upacara 
Upacara secara etimologi berasal 
dari kata “upa” yang berarti 
berhubungan, “cara” yang berarti 
gerakan. Jadi upacara adalah segala 
sesuatu kegiatan yang berhubungan 
dengan gerakan. Gerak dalam hal ini 
dapat ditafsirkan sebagai pelaksanaan 
sesuatu. Jadi upacara yang dimaksud 
dalam Agama Hindu adalah pelaksanaan 
yadnya atau korban suci (Mas Putra, 
2005:6) 
Agama Hindu dalam 
melaksanakan ritual keagamaannya 
mengenal konsep daur hidup. Artinya 
Hindu tidak bisa melepaskan dirinya dari 
ritual mulai manusia masih di dalam 
kandungan sampai ia meninggal (Relin. 
2012: 2). 
Upacara yang dilaksanakan 
daerah satu dengan lainnya memiliki 
perbedaan. Hal ini disesuaikan dengan 
karakter, budaya, serta waktu 
pelaksanaan upacara itu sendiri. Ini juga 
mempengaruhi bentuk pelaksanaan 
upacara sudhi wadhani yang 
dilaksanakan di setiap daerah. Menurut 
Astika (2013: 35-42) secara garis besar 
pelaksanaan upacara sudhi wadhani dapat 
dilaksanakan sebagai berikut:  
1. Seseorang meminta blangko 
permohonan sudhi wadhani kepada 
Parisada Hindu Dharma Indonesia 
setempat serta melengkapi 
persyaratan administrasi seperti yang 
tercantum diatas. 
2. Pihak Parisada sebagai penanggung 
jawab pelaksanaan upacara Sudhi 
Wadhani menunjuk / 
merekomendasikan salah seorang 
rohaniawan untuk memimpin 
upacara, mempersiapkan upakara, 
dan tempat pelaksanaan upacara. 
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3. Setelah ditentukan pemimpin 
upacara, upakara, tempat upacara, 
Parisada memanggil calon yang akan 
disuddhikan, biasanya tempat 
pelaksanaan upacaranya adalah di 
Pura atau tempat suci yang dipandang 
cocok untuk melangsungkan acara 
dimaksud.  
4. Setelah semua persiapan dilakukan, 
pemimpin upacara terlebih dahulu 
mengantarkan upakara itu dengan 
puja mantra kehadapan Hyang Widhi 
beserta manifestasi-Nya yang 
dipusatkan pada bangunan suci 
Padmasana. 
5. Kepada calon yang akan mengikuti 
pensuddhian diharapkan sudah siap 
lahir batin, persiapan lahir dengan 
terlebih dahulu mandi, keramas serta 
mengenakan pakaian yang bersih dan 
rapi. Sedangkan persiapan batin yang 
patut dilakukan adalah memantapkan 
bhakti dan menyerahkan diri 
sepenuhnya kepada Hyang Widhi 
sebagai saksi agung.  
6. Sebelum nemasuki halaman tempat 
suci, terlebih dahulu dilaksanakan 
upacara Byakala, agar yang 
disuddhikan dibersihkan dari 
pengaruh Bhutakala yang bercokol 
pada tubuh yang bersangkutan. 
 
Doanya:  
Om kaki bhuta penampik lara, kaki bhuta 
penampik klesa, nguaduraken bhaya 
kalaning manusaning hulun. Om ksama 
sampuma ya nama 
  
7. Setelah melaksanakan upacara 
Byakala, orang yang disuddhikan 
diantar masuk ke dalam tempat suci, 
kemudian dilakukan upacara 
prayascita. Upacara ini bertujuan agar 
yang bersangkutan dapat dibersihkan 
dan disucikan dari kotoran sehingga 
Atma yang bersemayam dalam diri 
pribadinya dapat memancarkan 
sinarnya. 
Doanya:  
Om Sri Guru Saraswati, sarwa roga, 
sarwa papa, sarwa klesa, sarwa kali, 
kuluwasa ya namah swaha 
 
8. Upacara selanjutnya adalah 
persembahan upakara berupa Tataban 
atau Ayaban sebagai pernyataan 
terima kasih ke hadapan Hyang 
Widhi. 
Doanya: 
Om Bhuktyantu sarwa dewa bhuktyantu 
triloka natham segenah sapariwarah, 
sarwagah, sadhasidasah 
 
9. Setelah selesai menghaturkan 
upakara, pemimpin upacara 
membacakan pernyataan yang sudah 
ditulis oleh yang melakukan Sudhi 
Wadhani, kemudian ditirukan dengan 
seksma. Adapun bunyi surat 
pernyataan yang ditulis pada blangko 
surat pernyataan oleh calon Sudhi 
Wadhani adalah sebagai berikut: 
a. “Om Tat Sat ekam eva adityam 
Brahman” (Sang Hyang Widhi Wasa 
hanya satu tidak ada duanya). 
b. “Satyam eva jayate” (Hanya 
kebenaran yang jaya/menang) 
c. Dengan melaksanakan ajaran Agama 
Hindu kebahagiaan pasti akan 
tercapai. 
Kemudian selesai mengucapkan 
pernyataan tersebut, yang 
disudhikan disuruh menepati 
pernyataannya itu dengan 
mengucapkan janji sebagai 
berikut:  
a. Bahwa saya akan tunduk serta taat 
pada hukum Hindu. 
b. Bahwa saya tetap akan berusaha 
dengan sekuat tenaga dan pikiran serta 
batin untuk dapat memenuhi 
kewajiban saya sebagai umat Hindu. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
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penandatanganan Surat Keterangan 
Sudhi Wadhani, baik oleh yang 
bersangkutan maupun oleh para saksi-
saksi.  
 
10. Setelah penandatanganan selesai 
dilanjutkan dengan persembahyangan 
bersama yang dipimpin oleh 
pemimpin upacara guna memohon 
persaksian dan restu dari Hyang 
Widhi. Adapun rangkaian 
persembahyangannya sebagai berikut:  
a. Menyembah tanpa sarana (tangan 
kosong) yaitu tangan dicakupkan, 
diangkat setinggi dahi sehingga ujung 
jari sejajar ubun-ubun.  
b. Menyembah dengan bunga/kembang.  
c. Menyembah dengan Kwangen.  
d. Menyembah dengan Kwangen ke-2.  
e. Menyembah tanpa sarana.  
f. Memohon tirtha (air suci) yang 
dipercikkan, diminum dan diraup.  
 
11. Sebagai rangkaian terakhir dari 
pelaksanaan upacara sudhi wadhani 
adalah Dharma Wacana yang 
diberikan oleh Parisada Hindu 
Dharma Indonesia atau yang 
mewakili. Hal ini bertujuan 
rnemberikan bekal dan tuntunan 
kepada umat yang baru mulai 
menganut Agama Hindu sehingga 
mereka mengetahui isi ajaran Agama 
Hindu. 
12. Upacara ditutup dengan memberikan 
ucapan selamat oleh yang ikut 
menyaksikan berlangsungnya upacara 
sudhi wadhani dan diakhiri dengan 
Parama santhi. 
 
2.5 Sudhi Wadhani Perspektif  
Hukum Hindu 
Hukum dalam ajaran Hindu 
dikenal dengan istilah Rta dan Dharma. 
Rta adalah hukum yang bersifat abadi 
dan dharma adalah hukum duniawi. 
Hukum, rta atau dharma dalam Agama 
Hindu merupakan lembaga-lembaga yang 
menyatu dengan agama itu sendiri. 
Melaksanakan Hukum Hindu berarti 
melaksanakan keyakinan (sraddha) atau 
wahyu (sruti) dari Tuhan.  
Konsepsi hukum dalam sudut 
pandang sosiologis kemudian 
berkembang dalam dua istilah yaitu: 
hukum alam dan hukum bangsa. Hukum 
alam disebut rta, sedangkan hukum 
Bangsa disebut dharma yang bentuknya 
berbeda-beda menurut adat setempat, 
karena itu istilah dharma sebagai hukum 
tidak sama bentuknya di semua tempat, 
melainkan dihubungkan dengan 
kebiasaan-kebiasaan setempat. Rta 
dipandang sebagai landasan ideal, 
sedangkan dharma adalah bentuk hukum 
yang ingin diterapkan dalam pengaturan 
masyarakat di dunia.  
Sistem dan azas yang 
dipergunakan dalam Weda terutama 
dalam Kitab Manawa Dharmasastra 
mengenai sumber hukum (Dharma) 
adalah: 1) Sruti yang dkatakan sebagai 
Weda dalam arti murni, 2) smerti yang 
berarti peraturan, pedoman dan ajaran 
berdasarkan sruti, 3) sila adalah ajaran 
tentang tingkah laku orang-orang yang 
beradab, 4) acara adalah adat-istiadat 
yang hidup dalam masyarakat serta 
merupakan hukum positif, dan 5) 
atmanastuti yaitu rasa puas pada diri 
masing-masing (Surpha, 2005: 31).  
Hal diatas sesuai dengan apa yang 
terdapat dalam Manusmerti atau Manawa 
Dharmasastra II.6 menjelaskan bahwa 
sumber hukum Hindu terdiri dari 5 hal 
tersebut. 
Vedo Khilo dharma mula 
Smertisile ca tadvidam 
Acarascaiva sadhunam 
Atmanastustir eva ca 
. 
Terjemahan: 
Seluruh pustaka suci veda 
merupakan sumber pertama dari 
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dharma, kemudian adat istiadat, 
lalu tingkah laku yang terpuji dari 
orang-orang bijak yang 
mendalami ajaran suci Veda, juga 
tata cara kehidupan orang suci 
dan akhirnya kepuasan pribadi 
(Pudja, 2004: 31).  
 
Upacara sudhi wadhani dilihat dari 
perspektif hukum Hindu, harus mengacu 
kepada dasar hukum hindu itu sendiri. 
Sehingga dapat dijelaskan bagaimana 
hukum Hindu memandang pelaksanaan 
upacara sudhi wadhani, sebagai berikut: 
1. Sruti  
Sruti berarti wahyu Tuhan menjadi 
pegangan umat Hindu memuat tentang 
puja puji kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa (Ida Sang Hyang Widhi), kegaiban 
alam semesta, penjelasan alam semesta, 
sosial kemasyarakatan, hidup berumah 
tangga, dan sebagainya. Pelaksanaan 
upacara sudhi wadhani sebagai bentuk 
penyucian diri didasari pada Weda. 
Dalam Atharvaveda XXI.1.1 
menyebutkan penyucian sejajar dengan 
hukum abadi. 
 
Satyambrihadh rtam ugram 
diksa tapo 
Brahma yajna prithivim 
dharayanti 
 
Terjemahan 
Kebenaran, hukum abadi yang 
agung dan penyucian diri, 
pengendalian diri, doa dan 
ritus (yadnya) inilah yang 
menegakkan bumi. 
 
2. Smrti  
Smrti sebagai sumber hukum Hindu 
yang merupakan hasil pemikiran dan 
ditulis berdasarkan intepretasi Weda. 
Ajaran dalam smrti telah menjadi acuan 
dan panutan dari masa ke masa oleh umat 
manusia. Yang dikategorikan sebagai 
Kitab Smrti terdiri dari Dharmasastra, 
Purana, Dharmasustra, Itihasa, 
Nibhanda dan sebagainya. Dalam kaitan 
pelaksanaan penyucian diri disebutkan 
dalam kitab Manava Dharmasastra V. 
109. 
 
Abdhirgatrani suddhayanti 
manah satyena suddhayanti 
Widyatapobhyam bhutatma 
buddhir jnanena suddhayanti 
 
Terjemahan: 
Tubuh dibersihkan dengan air, 
pikiran disucikan dengan 
kebenaran, jiwa manusia 
dibersihkan pelajaran suci dan 
taba bratha, kecerdasan 
dibersihkan dengan 
pengetahuan yang benar. 
 
Ajaran agama Hindu selalu 
menekankan pentingnya kesucian 
Hati. Maka upacara sudhi wadhani 
akan sempurna bila dilaksanakan 
didasari kesiapan jasmani dan 
kesucian rohani, hati suci, kehidupan 
suci dan sesuai ketentuan moral dan 
spiritual dan ini menjadikan upacara 
ini diakui secara Hukum Hindu. 
 
3. Sila  
Sila adalah etika yang 
diterima secara umum orang yang 
bijak dan suci, sedangkan etika 
adalah tingkah laku seseorang, 
meliputi cara berbicara, cara berbuat, 
serta alam pikiran (tri kaya parisuda). 
Untuk mencapai sila sebagai salah 
satu nilai penting dalam masyarakat, 
perlu disusun kitab-kitab yang 
memuat norma-norma yang 
kemudian disebut sasana. Praktek 
pelaksanaan sudhi wadhani kitab 
tersebut tadi tetap menjadi pedoman 
atau sumber dharma yang mengatur 
soal etika sebagai salah satu ajaran 
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Dharma. Dalam lontar Wratisasana 
dijelaskan mengenai berkata-kata 
atau janji (satya) untuk mejalankan 
ajaran Hindu untuk tercapainya 
tingkat kesempurnaan, hal ini tersirat 
dalam teks Wratisasana berikut: 
 
Kunang ikang satya nga. Satya ta sang 
wiku ring wacana, yatna umingani 
wuwusnira, wѐdi nira yan tuhu, apan 
akweh wacana ri kalѐkasan ing ujar, 
lawan haaywa wak parusya, asing ujar 
menak juga wuwusakenan, tan 
mojarakena ng angangsur, haywa 
mojaraken ujar mawor krodha, nguni-
nguni yan adulura sapatha, pisuh-pisuh, 
apan ujar madwa ikang saptha mwang 
pisuh, mwang satya ta sira ring ulah, 
ring brata, apan sang wiku yan tan 
satyeng brata, panten sira. 
 
 
Terjemahan: 
Adapun satya artinya jujur, jujur sang 
wiku dalam berkata, membatasi kata-
katanya, takut kalau-kalau kata-katanya 
tidak benar, sebab lebih banyak kata-kata 
dari pada pelaksanaan dari kata-kata itu. 
Dan jangan berkata-kata kasar, kata-kata 
yang baik saja hendaknya ucapkan, tidak 
mengeluarkan kata-kata yang ketus. 
Janganlah mengucapkan kata-kata 
bercampur marah apalagi diiringi dengan 
kutukan, umpatan, karna kutukan, 
umpatan itu adalah kata-kata dusta. Dan 
ia benar dalam perbuatan, patuh pada 
brata, karena sang wiku bila tidak patuh 
pada brata, ia akan panten.  
 
Sejalan dengan teks diatas dan 
melihat makna sudhi wadhani maka jelas 
setiap perkataan membawa pengaruh 
yang besar didalam kehidupan Karena 
janji suci yang disampaikan bersifat 
sakral. Dalam hukum Hindu janji yang 
dikatakan ketika upacara sudhi wadhani 
dilangsungkan bersifat mengikat individu 
yang bersangkutan serta orang yang 
terlibat didalamnya sebagai wujud 
tanggungjawab secara sekala dan niskala. 
 
4. Sadacara atau Acara  
Acara mrupakan adat 
kebiasaan setempat yang telah 
diterima dan dijadikan sebagai bagian 
dari kepercayaan oleh masyarakat di 
mana mereka tinggal. Agama Hindu 
memberi pengakuan yang tegas 
tentang Acara sehingga dengan 
pengakuan itu, adat setempat diakui 
sebagai sumber Dharma. Dalam 
pelaksanaan berbagai upacara 
termasuk didalamnya upacara sudhi 
wadhani dapat diakui secara sah bila 
pelaksanaanya tidak bertentangan 
dengan budaya atau kebiasaan 
setempat. Hal ini diuangkap dalam 
Manawa Dharmasastra Buku VIII. 46 
sebagai berikut: 
 
Sadbhiracaritam yatsyad, 
dharmakaicca dwijati bhih, 
taddecakula jatinam, 
awiruddham prakalpayet. 
  
Terjemahan: 
Apa yang mungkin telah dijalankan 
oleh orang-orang yang bajik, oleh orang-
orang dwijati karena patuh kepada 
hukum, itu akan diundangkan menjadi 
undang-undang, bila tidak bertentangan 
dengan kebiasaan-kebiasaan dari suatu 
daerah, keluarga dan keturunan. Dengan 
kalimat bila tidak bertentangan dengan 
kebiasaan-kebiasaan dari suatu daerah, 
keluarga dan keturunan mengandung 
pengertian bahwa acara atau kebiasaan 
setempat patut dihormati sebagai sumber 
Dharma”.  
 
5. Atmanastusti 
Atmanastusti berkaitan erat 
dengan sila dimana kepuasan diri 
yang dicapai haruslah dilandasi etika 
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yang diterima oleh masyarakat 
umum. Dengan tolak ukur yang 
bersifat relatif, maka dasar ukurannya 
adalah melalui ajaran musyawarah 
atau parisada (Wulandari & Untara, 
2020). Pemahaman tentang 
atmanastusti memberi dasar hukum 
atau kedudukan yang kuat kepada 
Lembaga Parisada Hindu Dharma 
Indonesia sebagai lembaga 
keagamaan yang penting dalam 
masyarakat Hindu (Suadnyana & 
Yuniastuti, 2019).  
Pengertian sudhi wadhani itu 
sendiri berarti janji atau pengukuhan 
seseorang menjadi umat Hindu maka 
hal yang paling utama harus dimiliki 
ialah kesucian pikiran dan niat yang 
tulus dari pelaksana upacara itu 
sendiri. Terlepas dari proses yang 
dilakukan didasarkan atas adanya 
upacara perkawinan maupun 
kemauman diri sendiri. Ketika 
kesucian hati dan niat yang tuluh 
menyebabkan kepuasan terhadap 
orang yang bersangkutan, maka 
pelaksanaan sudhi wadhani telah 
diakui secara hukum Hindu dengan 
landasan tersebut. Dalam 
sarasamuscaya 81 menjelaskan 
kesucian niat menyebabkan 
kebahagiaan. 
 
“Demikian hakikatnya pikiran 
tidak menentu jalanya, banyak 
yang dicita-citakan terkadang 
berkeinginan, terkadang 
penuh keragu-raguan, 
demikianlah kenyataanya, jika 
ada orang yang dapat 
mengendalikan pikiran pasti 
orang itu memperoleh 
kebahagiaan baik sekarang 
maupun di dunia lain” 
 
Upacara sudhi wadhani yang 
telah diakui sebagai upacara pengukuhan 
sebagai penganut ajaran Hindu, maka ia 
diwajibkan untuk mentaati dan 
menjunjung tinggi ajaran Agama Hindu. 
Upacara sudhi wadhani memiliki dasar 
hukum yang kuat berdasarkan hukum 
Hindu bukan dibuat untuk mengikuti 
ajaran Agama lain, seperti: Pengislaman 
bagi penganut Islam, pembaptisan bagi 
penganut Kristen. Pasal 29 ayat 2 UUD 
1945 menjamin kebebasan warga negara 
memilih agama yang diyakini tanpa 
paksaan dan tanpa larangan menjalankan 
ibadahnya masing-masing (Paramita, 
2020). 
Salah satu tujuan diadakannya 
Upacara sudhi wadhani ialah adanya 
upacara perkawinan. dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 menerangkan 
bahwa pelaksanaan perkawinan akan sah 
bila dilakukan sesuai Agama yang dianut. 
Dalam pasal 2 ayat (1) diterangkan 
sebagai berikut:  
”Perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum 
masing-masing Agamanya dan 
kepercayaannya itu” 
Dalam pasal tersebut dengan jelas 
menerangkan peranan yang sangat 
menentukan sah tidaknya suatu 
perkawinan kepada hukum Agama dan 
kepercayaan masing-masing calon 
mempelai, disamping unsur-unsur lain 
seperti unsur biologis, sosial dan unsur-
unsur hukum adat. Mengenai perkawinan 
berbeda agama atau keyakinan belum 
masuk dalam undang-undang ini. Namun 
dalam Putusan MA. No. 
1400/K/Pdt/1986 menyatakan Kantor 
Catatan Sipil diperkenankan untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama. 
namun dalam Agama Hindu menjelaskan 
bahwa perkawinan merupakan suatu yang 
bersifat sakral dan jika dilakukan 
dikhawatirkan menimbulkan 
permasalahan di kemudian hari. Maka 
sebagai upaya preventif yang dilakukan 
agar tidak terjadi sengketa yang 
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berkepanjangan, maka upacara sudhi 
wadhani dilaksanakan bagi seseorang 
yang ingin melaksanakan pernikahan 
sesuai dengan ajaran agama Hindu 
(Srilaksmi, 2020). 
 
III. SIMPULAN 
Upacara sudhi wadhani adalah 
upacara Agama Hindu dalam rangka 
pengukuhan atau pengesahan ucapan atau 
janji seseorang yang secara tulus ikhlas 
dan hati yang suci menyatakan menganut 
Agama Hindu dan menjalankan semua 
ajaran yang terkandung didalamnya. 
Seseorang yang akan melaksanakan 
upacara sudhi wadhani, baik yang 
dilakukan oleh perorangan maupun 
kolektif, diwajibkan terlebih dahulu 
memenuhi persyaratan secara 
administrasi. 
Upacara sudhi wadhani memiliki 
3 (tiga) tingkatan dilihat dari jenis 
upakara yang digunakan, yaitu; 1) 
Tingkatan uttama dengan menggunakan 
banten seperti: byakala, prayascita, 
tataban, 2) Tingkatan madyama 
menggunakan sarana berupa: bunga, bija 
dan bhasma, 3) Tingkatan kanistha 
dengan sarana berupa: bunga, bija, air. 
Selain itu dalam pelaksanaanya selalu 
disertai dengan penggunaan api dalam 
bentuk dupa dan dipa, serta air suci 
(tirtha) dan mengucapkan mantram 
penyucian diri: OM, SA, BA, TA, A, I, 
NA, MA, S1, W A, Y A, AM, UM, MA, 
OM. 
 Pelaksanaan upacara sudhi 
wadhani secara garis besar dapat 
dilaksanakan sebagai berikut:  
1. Seseorang meminta blangko 
permohonan sudhi wadhani kepada 
PHDI 
2. Pihak Parisada sebagai penanggung 
jawab pelaksanaan upacara 
3. Parisada memanggil calon yang akan 
disuddhikan, 
4. Pemimpin upacara mengantarkan 
upakara itu dengan puja mantra. 
5. Calon yang akan mengikuti 
pensuddhian diharapkan sudah siap 
lahir batin 
6. Sebelum memasuki halaman tempat 
suci, terlebih dahulu dilaksanakan 
upasara Byakala. 
7. Orang yang disuddhikan diantar 
masuk ke dalam tempat suci, 
kemudian dilakukan upacara 
prayascita.  
8. Upacara selanjutnya adalah 
persembahan upakara berupa Tataban 
atau Ayaban  
9. Pemimpin upacara membacakan 
pernyataan yang sudah ditulis oleh 
yang melakukan Sudhi Wadhani, 
kemudian ditirukan dengan seksama. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
penandatanganan Surat Keterangan 
sudhi wadhani, baik oleh yang 
bersangkutan maupun oleh para 
saksi-saksi.  
10. Persembahyangan bersama yang 
upacara guna memohon persaksian 
dan restu dari Hyang Widhi.  
11. Sebagai rangkaian terakhir dari 
pelaksanaan upacara sudhi wadhani 
adalah Dharma Wacana yang 
diberikan oleh Parisada Hindu 
Dharma Indonesia atau yang 
mewakili.  
12. Upacara ditutup dengan memberikan 
ucapan selamat oleh yang ikut 
menyaksikan berlangsungnya upacara 
sudhi wadhani dan diakhiri dengan 
Parama santhi. 
 
Upacara sudhi wadhani dilihat 
dari perspektif hukum Hindu, harus 
mengacu kepada dasar hukum hindu itu 
sendiri, yaitu: 1) Pelaksanaan upacara 
sudhi wadhani merupakan perwujudan 
ajaran yang terdapat dalam Sruti, 2) 
pentingnya pelaksanaan sudhi wadhani 
mengacu pada Smrti, 3) pelaksanaan 
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upacara sudhi wadhani merupakan sila, 
4) upacara sudhi wadhani harus 
disesuaikan dengan acara masyarakat 
setempat, dan 5) upacara sudhi wadhani 
harus didasari hati yang tulus untuk 
mencapai atmanastuti. Ketika semua 
syarat tersebut telah terpenuhi maka 
upacara sudhi wadhani telah mengikat 
secara hukum Hindu maupun Hukum 
positif di Indonesia.  
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